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1. Latar Belakang

Bahwa Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon
Terpilih Dalam Pemilihan Umum, mewajibkan setiap Calon Terpilih anggota DPR, DFD, DFRD
Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai
Calon Terpilih) untuk melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa
laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Tanda terima laporan harta kekayaan sebagali
bukti telah melaporkan harta kekayaan secara lengkap, selanjutnya menjadi salah satu
dokumen persyaratan pelantikan bagi Calon Terpilih. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan
dengan Peraturan KPU dimaksud, perlu diterbikan Surat Edaran mengenai petunjuk teknis
penyampaian dan pemberian Tanda Terima atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) bagi Calon Terpilih.



Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini adalah agar dapat dijadikan pedoman bagi:

a
b

C.

d

Penyelenggara Pemilihan Umum;

. Calon Terpilih;

Partai Politik; serta
Pihak terkait lainnya

Dalam hal penyampaian laporan harta kekayaan dan pemberian tanda terima dalam proses
pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat petunjuk teknis penyampaian laporan harta kekayaan dan

pemberian tanda terima bagi Calon Terpilih.

Dasar

a.

Undang-Undang Nomar 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016
tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 572);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan
Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);

Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1.1 Tahun 2024 tentang
Penggunaan Meterai Elektronik dalam Surat Kuasa Mendapatkan Data Keuangan dalam
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;



5. Isi Edaran
a. Penyampaian LHKPN oleh Calon Terpilih dilakukan secara online melalui laman

elhkpn.kpk.go.id dengan ketentuan sebagai berikut:

1)

2)

9)

Bagi Calon Terpilih yang belum memiliki akun

a) Mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan
Aplikasi e-Filing LHKPN sebagaimana terlampir pada Lampiran 1 atau dapat
diperoleh melalui laman elhkpn.kpk.go.id pada menu Unduh. Formulir tersebut
diisi sesuai contoh pada Lampiran 2 sampai dengan Lampiran 4.

b) Menyerahkan formulir tersebut dan wajib disertai dengan salinan kartu tanda
penduduk kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN (PP LHKPN)
KPK atau Administrator Partai Politik.

¢) Calon Terpilih akan memperoleh akun berupa username dan password yang
dikirimkan melalui e-mail yang didaftarkan oleh Calon Terpilih, dalam hal formulir
yang diserahkan dinyatakan lengkap oleh Direktorat PP LHKPN KPK atau
Administrator Partai Politik.

d) Calon Terpilih mengisi LHKPN secara Online dengan memilih jenis pelaporan
“KHUSUS™.

Bagi Calon Terpilih yang telah memiliki akun namun saat ini tidak terdaftar

sebagai Wajib LHKPN pada suatu Instansi, wajib menghubungi Direktorat PP LHKPN

KPK untuk dapat mengaktifkan kembali akun tersebut.

Bagi Calon Terpilih yang telah memiliki akun dan saat ini masih terdaftar sebagai

Wajib LHKPN pada suatu Instansi, dapat menyampaikan LHKPN sesuai dengan

jabatan saat ini.

Penyampaian LHKPN secara Online bagi Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada

angka 2) dan 3), dapat dilakukan dengan memilih jenis laporan "KHUSUS” atau

“PERIODIK” dengan tanggal kirim setelah 31 Desember 2023.

Calon Terpilih wajib menyampaikan Surat Kuasa atas nama Calon Terpilih, Pasangan

Calon Terpilih, dan Anak Dalam Tanggungan yang telah berusia 17 tahun atau lebih.

Surat Kuasa dimaksud wajib ditandatangani dan dibubuhi meterai Rp10.000.- (meterai

tempel atau meterai elektronik) oleh masing-masing Calon Terpilih, Pasangan, dan

Anak Dalam Tanggungan, sesuai dengan contoh pada Lampiran 5 dan Lampiran 6.

ookumen Surat Kuasa dapat diperoleh melalui laman elhkpn.kpk.go.id.

Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 5) dikirimkan kepada Direktorat PP

LHKPN KPK melalui:

a) Email ke sk.elhkpn@kpk.go.id untuk Surat Kuasa dengan meterai elektronik;

b) Persuratan KPK dengan alamat Direktorat PP LHKPN Gedung Pusat Edukasi
Antikorupsl KPK, Jalan H.R Rasuna Said Kav. C1, Jakarta Selatan 12940 untuk
Surat Kuasa dengan meterai tempel.



7) Pengisian LHKPN dilakukan sesuai dengan Petunjuk Pengisian yang dapat diunduh
melalui laman elhkpn.kpk.go.id pada menu “Unduh”.

. KPK akan melakukan verifikasi administratif atas:

1) kesesuaian pengisian LHKPN dengan petunjuk pengisian; dan
2) kelengkapan dokumen berupa Surat Kuasa

terhadap semua LHKPN yang diterima dari Calon Terpilih.

KPK akan memberikan Tanda Terima LHKPN sesuai dengan Lampiran 7 apabila LHKPN
yang disampaikan telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi administratif.

. Apabila berdasarkan hasil verifikasi administratif masih terdapat kekurangan isian atau
dokumen kelengkapan, maka KPK akan menyampaikan pemberitahuan kepada Calon
Terpilih mengenai isian LHKPN dan/atau dokumen kelengkapan yang masih harus
diperbaiki dan/atau dilengkapi oleh Calon Terpilih.

. Calon Terpilih wajib menyampaikan perbaikan atas kelengkapan LHKPN paling lambat 30
(tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
huruf d.

Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf e, dilaksanakan
oleh Calon Terpilih dengan tidak melewati 21 (dua puluh satu) hari sebelum pelantikan
Calon Terpilih sebagaimana diatur dalam peraturan KPU yang berlaku.

. Dalam hal Calon Terpilih tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf e
dan f, maka KPK tidak akan memberikan Tanda Terima sesuai dengan ketentuan yang
berlaku di KPK.

_ Demi kelancaran proses penyampaian LHKPN dari Calon Terpilih, Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Partai Politik dapat bekerja sama dengan KPK.
1) Penyelenggara Pemilihan Umum

a) Menyampaikan data dan informasi terkait:

(1) Daftar Calon Terpilih yang memuat: data pribadi Calon Terpilih sekurang-
kurangnya nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tempat dan
tanggal lahir, alamat, nomor telepon selular, dan e-mail.

(2) Nama narahubung (Person in Charge) serta kontak (nomor telepon kantor
dan selular, alamat kantor, serta e-mail) dari Penyelenggara Pemilihan
Umum yang dapat dihubungi untuk memudahkan koordinasi.

b) Penyelenggara Pemilihan Umum diharapkan menyampaikan data dan informasi
sebagaimana tersebut pada angka 1) huruf a) kepada Direktorat PP LHKPN KPK,
dalam waktu 1 (satu) hari setelah data dan informasi tersebut ditetapkan



2) Partai Politik

a)

Partai Politik menunjuk personil yang akan bertugas sebagai Administrator Partai
Politik. Personil yang ditunjuk diharapkan memiliki kemampuan literasi digital
yang memadai. Jumlah personil agar disesuaikan dengan kebutuhan Partai
Politik dengan memperhatikan jumlah Calon Terpilih di tingkat Pusat, Provinsi
dan Kabupaten/Kota.

Partai Politik memberikan nama Personil yang ditunjuk sebagai Administrator
Partai Politik kepada Direktorat PP LHKPN KPK beserta salinan dokumen yang
menjadi dasar penugasan sebagai Administrator Partai Politik.

Administrator Partai Politik wajib mengisi dan menandatangani Formulir
Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Registration LHKPN
sebagaimana terlampir pada Lampiran 8 atau dapat diperoleh melalui laman
elhkpn.kpk.go.id pada menu Unduh. Formulir tersebut diisi sesuai contoh pada
Lampiran 9 dan menyerahkannya kepada Direktorat PP LHKPN KPK dengan
melampirkan surat tugas dan salinan kartu tanda penduduk.

Setelah Direktorat PP LHKPN KPK menerima formulir sebagaimana dimaksud

pada angka 2) poin ¢, maka Direktorat PP LHKPN KPK akan memberikan akun

berupa username dan password kepada Administrator Partai Politik melalui email
yang didaftarkan untuk mengakses laman elhkpn.kpk.go.id.

Tugas Administrator Partai Politik adalah sebagai berikut:

(1) Menerima dan memverifikasi Formulir Permohonan Aktivasi
Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN yang telah diisi dan ditandatangani
oleh Calon Terpilih.

(2) Melakukan pendaftaran Calon Terpilih yang diusung oleh Partai Politik
melalui laman elhkpn.kpk.go.id.

(3) Mengirimkan Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-
Filing LHKPN yang telah ditandatangani oleh Calon Terpilih beserta
lampirannya kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN
KPK.

(4) Berkoordinasi dengan KPK mengenal tugas-tugas Administrator Partai
Politik.

Untuk koordinasi, konsultasi dan/atau penyerahan dokumen, Calon Terpilih dan/atau
Administrator Partai Politik dapat menghubungi KPK c.q. Direktorat PP LHKPN melalui call
center 198 atau datang langsung ke Kantor KPK yang beralamat di Gedung Pusat
Edukasi Antikorupsi KPK, Jalan H.R Rasuna Said Kav. C1, Jakarta Selatan 12940
pada hari dan jam kerja sebagai berikut:



HARI KERJA JAM KERJA
Senin s.d Kamis Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB
Jumat Pukul 09.00 s.d 16.30 WIB

6. Penutup

Dengan diterbitkannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Nomeor 22 Tahun 2018
Tentang Petunjuk Teknis Penyampaian Laporan Harta Kekayaan dan Pemberian Tanda
Terima dalam Proses Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Jakarta
Padatanggal ‘& April 2024
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Lampiran 1.
Lampiran 2.

Lampiran 3.

Lampiran 4.

Lampiran 5.
Lampiran 6.
Lampiran 7.
Lampiran 8.
Lampiran 8.

DAFTAR LAMPIRAN
SURAT EDARAN PIMPINAN KPK NOMOR & TAHUN 2024
Tanggal \C Apcil- 2024

Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN

Contoh Pengisian Identitas pada Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-
Filing LHKPN DPR RI

Contoh Pengisian |dentitas pada Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-
Filing LHKPN DPD Rl

Contoh Pengisian Identitas pada Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-
Filing LHKPN DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota

Contoh Surat Kuasa Menggunakan Meterai Tempel

Contoh Surat Kuasa Menggunakan Meterai Elektronik

Contoh Tanda Terima LHKPN (Periodik/Khusus)

Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Registration LHKPN

Contoh Pengisian Identitas pada Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-
Registration LHKPN



LAMPIRAN 1
SURAT EDARAN PIMPINAN KPK NOMOR 5 TAHUN 2024
Tanggal \t ApriL 2024

Kamdal ks amtssan Horspal

NIK

Wihkpn

s it Abisiitsl

FORMULIR PERMOHONAN
AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN*)
(Diisi oleh Penyelenggara Negara)

NAMA LENGEAP
TEMPAT / TANGGAL LAHIR

JEM

15 KELAMIN ¢ (8 Laki-lakl () Perempuan

NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI
INSTANSI

UnI

T KERIA

SUB UNIT KERIA
JABATAN

ALA

TUL

MAT EMAIL

IS5 ULANG ALAMAT EMAIL

NOMOR HP

f

Penyelenggara Negara, salanjutnya disebut PN, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif,
legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara atau pajabat publik lainnya sesual dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Komisl Pemberantasan Kerupsl, selanjutnya disebut KPK adalah lembaga berdasarkan Undang-Undang
Momor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berwenang untuk
melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.

Aplikasi e-Filing LHKPN adalah sistern informasi yang merupakan subbagian dari Aplikasl a-LHKPN yang
digunakan oleh PN untuk mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelengara Negara (LHKPN) secara online
melalul jaringan internet dengan menggunakan perangkat lunak browser pada komputer melalul alamat
glhkpn.kpk.go.id.

Username adalah identitas unlk merujuk pada NIK yang dimillki oleh setiap PN yang harus
dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN.

Password adalah Identifikasi pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh PN serta harus
dicantumkan/diinput oleh PN pada saat menggunakan Aplikasl e-Filing LHKPN.

PN mengisl dan menandatangani Formullr Permahanan Aktivasl Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN yang
dapat diperaleh di Kanter KPK, diunduh dari situs kpk.go.|d dan glhkpn.kok.go.id atau dari Pengelola LHKPN di
lingkungan Instansi tempat PN berdinas.

8agi PN yang memiliki pasangan yang juga berkedudukan sebagai PN maka masing-masing tetap mengisi
formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN. Dengan demikian, masing-masing akan
memperoleh Usernaome dan Password yang berbeda.

PN harus memiliki nomor HP dan alamat email yang aktif,

PN telah mendapatkan Usernome dan Password dari KPK untuk keperluan aktivasi di situs e-Filing LHKPN.

keterangan *) Penyelenggara Negara Wajib melompirken Fatokopi KTP

Eudisi Lo

Poraf PN

Halaman 1 dari 4



a. PN dapat menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN untuk mendapatkan infarmasi dan/atau melakukan aktivitas
elektronik yang telah ditentukan aleh KPK.

b. Pada saat pertama kali menggunakan Aplikas! e-Filing LHKPN, PN diharuskan melakukan aktivasi akun dengan
mengklik tautan (fink) vang telah dikirimkan oleh KPK ke alamat email yang didaftarkan oleh PN, Tautan ini
akan mengarahkan PN ke halaman Lagin di Aplikasi e-Filing LHKPN,

¢ Untuk Login pertama kali, PN diminta untuk memasukan Username dan Password yang telah dikirimkan oleh
KPK maelalui alamat email yang telah didaftarkan aleh PN,

d. Setelah berhasil Login, Aplikasi e-Filing LHKPN akan mengarahkan PN untuk mengganti Password.

e, Untuk setiap penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN:

1) PN wajib memastikan ketepatan pengisian data LHKPN dan kelengkapan dokumen pendukung sesuai
dengan petunjuk pengisian LHKPN secara onfine. KPK tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat
apapun yang mungkin timbul dari kelalaian, ketidaklengkapan, ketidakjelasan atau ketidaktepatan
pengisian data LHKPN oleh PN.

2) Setelah selesai mengisi LHKPN, PN dapat kembali melakukan pengecekan dan/atau mengubah isian data
LHKPN sebealum mengirimkan kepada KPK dengan mengklik tombol Submit.

3) Selanjutnya PN akan memperoleh One Time Password (OTP) yang akan dikirimkan ke nomor HP yang
telah didaftarkan PN, sebagai otorisasi pengiriman LHKPN secara online dan bukti bagi KPK bahwa PN
yang bersangkutan sebagai pemilik Username.

f. Data LHKPN yang telah dikirimkan melalul Aplikasi e-Filing LHKPN dengan menggunakan Username dan

Password akan dicatat oleh database KPK sebagai Data LHKPN yang telah terotorisasi, diketahui dan disetujui

oleh PN selaku pemilik Username.

KPK menerima dan mengolah data LHKPN dari PN sesuai dengan ketentuan prosedur yang berlaku di KPK.

PN mengetahui dan menyetujul bahwa:

1) dengan menggunakan Aplikasi e-Filing LHKPN, semua aktivitas elektronik dari PN yang antara lain terdiri
atas pengisian data, pengiriman data, otarisasi data, komunikasi email, disimpan secara elaktronik dalam
database KPK.

2) Semua bentuk korespondensi dan pengiriman data secara timbal balik melalui alamat email resmi KPK
antara lain di elhkpn@kpk.ge.id dan alamat email PN yang didaftarkan dapat dituangkan dalam bentuk
dakuman elektronlk maupun dokumen tertulis yang memilliki kekuatan pembuktian.

i. KPK berhak menghentikan Aplikasi e-Filing LHKPN untuk sementara waktu maupun untuk fangka waktu
tertentu yang ditentukan oleh KPK untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain
dengan alasan apapun yang dianggap baik aleh KPK. Untuk itu KPK tidak bertanggung jawab atas segala
konsekuensi yang timbul atas penghentian sementara Aplikasi e-Filing LHKPN kepada siapapun.

T

1. Usernome dan Possward merupakan kode yang bersifat rahasia dan penggunaannya melekat pada PN,
Username bersifat tetap dan tidak dapat diubah kembali, sedangkan Possword dapat diubah sesuai kebutuhan
PN di Aplikasi e-Filing LHKPN.

2. PN wajib mengamankan Possword dengan cara:

a. tidak memberitahukan Password kepada orang lain

b. tidak mencatatkan Password pada kertas atau media lainnya yang memungkinkan diketahul orang lain,
c. melakukan aktivasi dan mengganti Passward sesegera mungkin setelah dikirimkan aleh KPK.

d. mengganti Password secara berkala.

3. Dalam hal PN mengetahuij atau menduga Username dan Password telah diketahul dan/atau disalahgunakan
oleh orang lain yang tidak berwenang maka PN wajib segera melakukan tindakan pengamanan dengan
mengganti Password. Apabila karena satu dan lain hal PN tidak dapat mengganti Password maka PN wajib
memberitahukan secara tertulis kepada KPK.

4, Sebelum diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 2 oleh KPK maka seluruh aktivitas
elektranik atas penggunaan Username dan Password milik PN sepenuhnya menjadi tanggung Jawab PN.

Fargf PN

Edisi 1.0 Halaman 2 dari 4



1. Akses Aplikasl e-Filing LHKPN akan dihentikan oleh KPK apabila:
a, PN meninggal dunia;
b. PN tidak mengingat informasi Username, Password dan alamat emall yang didaftarkan;
c. diterimanya laporan tertulis dari PN mengenai dugaan atau diketahuinya penggunaan Username dan
Password oleh pihak lain yang tidak berwenang;
d. KPK melaksanakan suatu keharusan sesual ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
e, terdapat sebab-sebab lainnya dikarenakan kendala teknis.
2. Untuk melakukan aktivasi kemball, PN harus menghubungi Pengelola LHKPN di lingkungan Instansi tempat PN
berdinas atau KPK untuk melakukan pendaftaran ulang.

Pernyataan ini merupakan kebijakan KPK mengenai akses PN ke Aplikasi e-Filing LHKPN. Penandatanganan
Formulir ini dan penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN oleh PN menunjukkan bahwa PN telah menerima dan
mengetahui pernyataan sebagaimana di bawah ini.

Tidak Ada laminan

Walaupun kehati-hatian telah diterapkan dalam menylapkan informasi dan materi yang terkandung dalam
Aplikasi e-Filing LHKPN, namun informasl dan materi disampaikan kepada PN dalam keadaan “sebagaimana
adanya”, tanpa jaminan apapun, baik secara tegas atau tersirat, terutama tidak ada pemberian jaminan atas tidak
adanya pelanggaran keamanan, pelanggaran hak atau terbebas dari virus kamputer,

Pengungkapan Informasi

KPK tidak akan mengungkapkan informasi dan/atau data mengenai PN selain untuk kepentingan pengumuman
harta kekayaan kepada publlk dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi publik.

Pengaksesan Aplikasi e-Filing LHKPN dari Tautan Situs Lainnya

Apabila PN mengakses e-Filing LHKPN dari tautan (/ink) dalam situs lainnya maka KPK tidak bertanggung jawab
atas kebijakan hak pribadi (privacy policy) atau isi dari situs tersebut.

Komunikasl Internet

KPK tidak bertanggung jawab dengan cara apapun atas setiap kerugian yang dialami oleh PN, balk langsung
maupun tidak langsung akibat komunikasi internet yang terhenti sementara yang diakibatkan oleh transmisi
terputus, transmisi tertunda dikarenakan lalu lintas Internet, transmis| data yang tidak tepat sehubungan dengan
sifat publik dari internet dan/atau alasan lainnya.

OMOR
NIK, nemar HP dan alamat email yang dicantumkan di bawah ini akan didaftarkan aleh KPK ke dalam Aplilasi

e-Filing LHKPN dan akan dipergunakan sebagai sarana aktivasi dan otarisasi dalam rangka pelaksanaan kewajiban
terkait penyampaian laparan harta kekayaan melalyi Aplikasi e-Filing LHKPN.

NIK
NOMOR HP
ALAMAT EMAIL

Paraf PN

Edisi 10 Halaman 3 dari 4



Dengan ini saya mengajukan permaohanan aktivasi penggunaan e-Filing LHKPN dengan mendaftarkan nomor HP
dan alamat email sebagaimana tercantum pada Angka 8 di atas. Berkenaan dengan permohonan di atas,
menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

a.

L

telah mengisi data di atas dengan benar, lengkap dan tepat dan saya memahami bahwa KPK berwenang untuk
memeriksa dan melakukan verifikasi atas kebenaran, kelengkapan dan ketepatan dari setiap data dan
infarmasi yang tersebut dalam Farmulir ini;

siap untuk melakukan aktivitas elektronik dengan KPK dalam rangka pelaksanaan kewajiban penyampaian
LHKPN melalui Aplikasi e-Filing LHKPN;

menjamin bahwa nomor HP dan alarmat email yang didaftarkan tetap aktif;

akan menjaga kerahaslaan dan keamanan Username, Password, OTP dan/atau kode keamanan elektronlk
lainnya serta bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang muncul dikarenakan saya membuka
kerahasiaan tersebut kepada pihak lain;

telah memperoleh informasi yang layak dan cukup mengenal penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN dan saya
telah mengetahui serta menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajiban serta segala akibat penyampaian
LHKPN secara elektronik melalui elhkpn.kpk.go.id.

Demikian formulir permohonan inl saya buat dengan sebenar-benarnya.

Ty L |
PENYELENGGARA NEGARA,

Hasil Verifikasl Permohonan: Petugas Verifikasi,

Lengkap Nama

Belum Lengkap NIP/NRP/NPP

Asal Instansi

Tgl Verifikasi

CATATAN:

1
2,

Edisi 1O

Penyelenggara Negara wajib menyimpan satu rangkap fotokapi formulir inl sebagai arsip.

Unit Pengelola LHKPN yang telah terbentuk jugo dapat melakukon verifikasi terhadap formulir ini dengan
ruang lingkup verifikasi:

a. kelengkapan dan ketepatan isian poda Angka 1 dan 8;

b. Penyelenggara Negara telah membubuhkan paraf di setiap kolom paraf yang tersedia;

¢, Penyelenggara Negara telah melampirkan dakumen pendukung formulir inl.

Apabhilo seluruh huruf o 5.d ¢ telah dipenubi maka formulir ini dapat dinyatakon lengkap. Dalom hal hasil
verifikasi menyatakan bohwa formulir belum lengkap maka Penyelenggara Negara wajib memenuhi
kekuranglengkapan sampai dengan formulir dinyatakan lengkap.

Datam hal farmulir ini telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap oleh Unit Pengelola LHKPN di Instansi, harap
agar Unit Pengelola LHKPN terkait mengirimkan formulir asli ini kepada KPK den menyimpan satu rangkap
fotakopi formulir sebagai arsip.

Halaman 4 dari 4



LAMPIRAN 2
SURAT EDARAN PIMPINAN KPK NOMOR T TAHUN 2024
Tanggal \& APAL 2024

Contoh Pengisian ldentitas pada Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN

DPFRRI
KK Blhken
S FORMULIR PERMOHONAN il

AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN*)
(Diisi oleh Penyelenggara Negara)

NIK ¥ 1234567800123456
| NAMA LENGKAP ! FULANTULANAK

TEMPAT / TANGGAL LAHIR 1 JAKARTA. 1 JANUARI 1970

JIENIS KELAMIN 3 ('t']i Laki-laki | ) Perempuan

NIP/NRP/NOMOR PEGAWAL

INSTANSI ! [KPU (CALON ANGGOTA DPR RI
UNIT KERIA ; I A BABTAL
SUB UNIT KERIA ' NAMA DAERAH PEMILIHAN
JABATAN i CALON ANGGOTA DPRRI
| ALAMAT EMAIL ! FULANGEEMAIL COM [

TULIS ULANG ALAMAT EMAIL ! FULANEEMAIL.COM

| NOMOR HP

CATATAN
Penyerahan formulir ini kepada Direktorat PP LHKPN KPK wajib disertai dengan paraf pada kolom kanan
bawah halaman 1 s.d. 3 dan tanda tangan pada halaman 4 beserta salinan kartu tanda penduduk.



LAMPIRAN 3
SURAT EDARAN PIMPINAN KPK NOMOR S TAHUN 2024
Tanggal b &pril 2024

Conteh Pengisian Identitas pada Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN
DPD RI

K K Wihkpen

FORMULIR PERMOHONAN
AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN*)
(Diisi oleh Penyelenggara Negara)

NIK ¥ 1234587890123456
NAMA LENGKAP Y FULAN/FULANAR
TEMPAT / TANGGAL LAHIR ©JAKARTA. 1 JANUARI 1970
| JENIS KELAMIN ¢ (®) Laki-laki () Perempuan

| MIB/NRP/NOMOR PEGAWAI

INSTANSI ! KPU (CALON ANGGOTA DPDRI

UNIT KERIA : [NAMA PROVINS

SUB UNIT KERJA ! | PERWAKILAN DAERAH

IABATAN i CALON ANGGOTA DPD R

ALAMAT EMAIL ! FULANGEEMAIL COM ‘

TULIS ULANG ALAMAT EMAIL COM ‘

NOMOR HP |

Sec = BB e ———— e e

CATATAN :

Penyerahan formulir ini kepada Direktorat PP LHKPN KPK waijib disertai dengan paraf pada kolom kanan
bawah halaman 1 s.d. 3 dan tanda tangan pada halaman 4 beserta salinan kartu tanda penduduk.



LAMPIRAN 4
SURAT EDARAN PIMPINAN KPK NOMOR = TAHUN 2024
Tanggal \& ApriL 2024

Contoh Pengisian |dentitas pada Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Filing LHKPN

DPRD RI
(KK Gien
' FORMULIR PERMOHONAN -

AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-FILING LHKPN¥)
(Diisi oleh Penyelenggara Negara)

| NIK T 1234567B00123456

NAMA LENGKAP ¢ [EULANEULANAH

TEMPAT / TANGGAL LAHIR 1 JAKARTA, 1 JANUARI 1970
JENIS KELAMIN : (3) Lakidaki ()| Perempuan

NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI

| INSTANSI ! [KPL (CALON ANGGQOTA DPRD RI)

: UNIT KERIA ¢ [MAMA PARTA
SUB UNIT KERJA : NAMA DAERAH PEMILIHAN ‘
JABATAN i  CALON ANGGOTA DPRD Ri
ALAMAT EMAIL : FULANEEMAIL COM |
TULIS ULANG ALAMAT EMAII ! FULANGEMAIL COM

| NOMOR HP . 168100000000

. |
#
CATATAN :

Penyerahan formulir ini kepada Direktorat PP LHKPN KPK waijib disertai dengan paraf pada kolom kanan

bawah halaman 1 s.d. 3 dan tanda tangan pada halaman 4 beserta salinan kartu tanda penduduk.



LAMPIRAN 5

SURAT EDARAN PIMPINAN KPK NOMOR S TAHUN 2024
Tanggal \e AgpeiL 2024

Contoh Surat Kuasa Menggunakan Meterai Tempel

LARMPIRAN 4 - SURAT KUASA

Yang bertanda-tangan di bawah jni :

Naniu (sesuni deiygan KTP) : FULAN
TempavTanggal Lalur L BANDUNG /19 Innunri 1979

Nomor KTR/NIK (3333333333330 0
Aloiat (L MAWAR, AAA | KEBAYORAN , KOTA JAKARTA SELATAN . DRI JAKARTA
Dmlg:m i membert kuasa dengan bak substimsi kn:pnd.r SRR SV e

Pimpinan Komisi Pembernmasan Korupst (*KPK”), beralamat di JL Koningan Persada Kav. 4, Jakarta Selatan, 12930, Indonesia. yang bertindak baik seeaca bersanm-
s manipun sendiri=sendin selanjuinya disebun “Penerimm Kuisa™), - s sssssn ssasssssnsssssnssssans

assassnas eevarrraes K HUSU S veee
Unnik dan atas namin Penibiein Kiisi: —-—-memeeemmerrmmmssrrmisssssssssnsnisnssaass

L. Mengewhui, memperaleh, memeriksa dan mengklarifikasi eemusuk namun Gdak terbatas pada keberadaan dan kebenaran data dap/atay informusi
kevangan Pemberi Kunsn yany berndn pacia; - S

i, Lembaga keunngan bank maupun lembaga keuanyan non bank;
b. Lembuga/ pilk/ profesi/ mstansi pemerintali yung terkait efek;
©. Badan vsaha danf ata perusabaan
- Mengetalui din memperolel lapocun mengenai data kevangan Pemberi Kunsa yang berach nmun tidak terbatas pada:
. Lembnga keunngan bank maupun lembiga kevangan non bank;
b. Lembaga/ pihak/ profesi/ instansi pemerintal yang wekait efck;
«. Bndan wsnha don/ atau perusahaan.

()

Sehubungan dengan tty, Penerima Kuasa berwenang menghadip kepada seina lembaga keuangan bank mapun lkembaga kevangan non bank dan/ atau pejabat-
]‘N.!Etlhm yang berwenang maupun pihak-pikak terkai untuk mendapatkon kelerangan-keterangan, dokumen-dokumen dond aftow Inporan setiap akhis talun (baik
melakukan segala tindakan hokum yang dinnggap perlu dan penting serta berguna bagi Pemben Kiasa sesuar dengan

ashi maipun Totocopy) Pemben Kuasa,
peraturan perundang-undangan yang berlaku,
Surt Kuasa ini berlnka sejak ditindatangani kecuali apabils Pemberi Kunsa meninggal dunia ata sewlah 3 (lima) whon ndak lagi menjnbat schagai
Menyelenggam Negam hlﬁ]llllllj,'. sejuk tanggal berakhinya fabatan atan berads di bawah pengampuan ata setelah mendopatkan persetujuan tertulis mengenai

pencibutannya dart Pencrima Kunsn, seees

Uﬁ-.lnuur.ulz'nzllld
Pemberi Kuusa,

}!Vf i3

| ImETERA
|\ TEMPEL
Er 1AL X001870757

YR saasas

(FULARN)

Redaksi surnl kunsa ini lidnk tlnpul diubinh




LAMPIRAN 6
SURAT EDARAN PIMPINAN KPK NOMOR © TAHUN 2024
Tanggal \b fpeiL 2024

Contoh Surat Kuasa Menggunakan Meterai Elektronik

LAMPIRAN 4. sURAT KUASA
X A Bl b R T B i | S e i i e b e o bbb i b bbb b b e e e L i
Nama (zenar dengan KTP) . FULAN,
Tempat' Tanzeal Lalur BANDUNG / 19 Jamuar; 1979
Nomor KTPANIK 3333333533555334
Alagat JLMAWAR A2A KEBAVOPAN  KOTAJARARTA SELATAN DRIJAKARTA
Beogzan wa memban buass dengan bk subammis Kepsds oo

Popinas Komis Prsbenastasas Ronps (KPR ). beralumat & 11 Busisgas
NS pRupun sendut-sendun (selimuinys desebur “Penertins Kuaa ) -

13550, Indogena, yang bertndak baik tecan barama.

e e N s B R R R e . T e L P S ST TR O A
Unruk das sras aaps Prasbess Kusw 8 e o S St P b g B AL b T P xiSpuric:
1. Mengeahuy, roleh, menwnkea din mensklanfikas termasd: namun tidak ferbatas pada keberadaan dan kebenaran data dan/stau nf

i’.eu.am:n?_ Pmmu yang berada pada’ e P. T

2 Lembaga ksuangan bank maipun lembazs kevangan non bank,

b Lembaga’ pikak/ profesi’ istansi pemeninitah yang terhan efek.

¢ Badan usaha dan’ atmi penisahaan
3 Mengetalnu dan mempetoleh laporan mengena data keuangan Pemben Kuasa vang berada nammm ndak terbatas ALY comesvamnm st

a Lembaga keuanipan bank maupun lembaga keuangan non bank,

b Lembagal prkak/ profest/ instans pemenntah yang terkat efek

¢ Badan usahs dan’ atan penusahasn
Selubungan dengan i, Penerima Kuasa benvenany menghadap képada semu embaga keuangan bank maupin lembag keutngan non bank dan’ atan pejaba-
pejabat yang ben\'enm:-i manpun pihak-pibak terkait unml mendapatkan keterangan-ketarangan. dokumen.dokumen din’ atau laporan cetiap skinr talum (bak
asl fotocopy) Ruaza, melakuian sepala tndakian kuben yang dianggap petin dan penting terta bernma bagi F‘é‘mm Kuaza seuai dengan
peranuan perundangndaszan yang betlakn «ooees ; it e b St

Sturat Hussa im berldkn sejak ditandatangani kecuali spabils Pemberi Kuata meninppal dunia atan setelah 3 (ima) tabnm tidak Iapi memjabat sebapa:
!’ﬂmﬂﬁ.’ﬁl Re;m terlufme ceiak tnggal beraklumyd jabatan atau berads di bawall pengampuan atsu setelah mendapatian persenujum temtlis mengena
va da

Peneriia Kuaca

pencatutly
05-Japuany- 2024
Pemben ‘Klu:a

Bedaksi azarkuaza ind ndak dapat diubah




LAMPIRAN 7
SURAT EDARAN PIMPINAN KPK NOMOR 5  TAHUN 2024
Tanggal \t RerL 2024

Contoh Tanda Terima LHKPN Khusus

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Km REPUBLIK INDONESIA
Kainlal Fembarnniasan Kerupsi JI, Kuningan Parsada Kav. 4, Setiabud|
Jakarta 12950

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : FULAN

NIK 1 3333333333333334 4 Ak
Lembaga : KPU (CALON ANGGOTA DPR RI)

Unit Kerja : PARTAI XYZ

Sub Unit Kerja : DAPIL XYZ

Jabatan : CALON ANGGOTA DPR
Jenis Laporan : Khusus - Calon PN
Tanggal Kirim : 20 Maret 2024

Catatan:

Tanda Tarima inf dibéritian sebagal bukli bahwa Penyafanggara Nagara telah mamanubi kewajiban
panyampaian LHKPN,

Emall ini dikiim sacara atomalis cleh sislorn e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.

Tanggal Venfikasi © 2024-03-70 133845



Contoh Tanda Terima LHKPN Khusus

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Km REPUBLIK INDONESIA
e Ji. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12850

TANDA TERIMA

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : FULAN

NIK : 333333:&1}3333334 N

Lembaga . DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

Unit Kerja : FRAKSI XYZ Y

Sub Unit Kerja : FRAKSIXYZ

Jabatan : ANGGDT& DEE

Jenis Laporan 1 Periadik - 2023

Tanggal Kirim  : 20 Marst 2024 N
Carailan;

Tanda Terima ini dibarikan sebagai bukli bahwa Panyelonggara Negara ielah mamenuhi kawajiban
penyampalan LHKPN.

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tldak parlu membalas emall Inl

Tanggal Vartfikasi - 2024-03-20 13:38:45



LAMPIRAN 8
SURAT EDARAN PIMPINAN KPK NOMOR 5 TAHUN 2024

Tanggal

Hmedal Pl AEARAN Kot il

NIK

\b AgciL 2024

Blhkpn

FORMULIR PEEMOHONAN
AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-REGISTRATION LHKPN *)
(Diisi oleh Admin Instansi / Admin Unit Kerja)

*Beri tanda wilirg (1) paa mlah satu stk

MNAMA LENGEAP

TEMPAT / TANGGAL LAHIR i

JENIS KELAMIN . (@) Laki-laki () Perempuan
NIP/NRP/NOMOR PEGAWA! -

INSTANSI

UNIT KERJA
5U8 UNIT KERJA
JABATAN i

ALAMAT EMAIL

TULIS ULANG ALAMAT EMAIL
NOMOR TELEPON

NOMOR HP

DASAR PENUNIUKAN ¢ Nomor 5K

Tanggal 5K

Penyelenggara Negara, selanjutnya disebut PN, adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif,
legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokaoknya berkaitan dengan penyelenggaraan
negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
Komisl Pemberantasan Korupsi, selanjutnya disebut KPK adalah lembaga berdasarkan Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak pidana Korupsi yang berwenang untuk
melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN.
Aplikasi e-Registration LHKPN adalah sistem informasi yang merupakan subbagian dari Aplikasi e-LHKPN yang
digunakan oleh Admin Instansi / Admin Unit Kerja untuk mengelola data kepegawaian PN secara anline
malalui jaringan internet dengan menggunakan perangkat |lunak browser pada kemputer melalul alamat
lhkpn.k
Administrator KPK, selanjutnya disebut sebagai Admin KPK adalah pejabat/pegawai KPK yang ditunjuk oleh
KPK untuk mengelola Aplikasi e-LHKPN.
Administrator Instansi, selanjutnya disebut sebagai Admin Instansi adalah pejabat/pegawai yang ditunjuk
oleh Fimpinan Instansi untuk mengelola Aplikasi e-Registration LHKPN di lingkungan instansinya.
Administrator Unit Kerja, selanjutnya disebut sebagal Admin Unit Kerja adalah pejabat/pegawal yang ditunjuk
oleh Pimpinan Instansi untuk mengelola Aplikasi e-Registration LHKPN di lingkungan unit kerjanya pada
masing-masing instansi.
Username adalah identitas unik merujuk pada ketentuan yang ditetapkan aleh KPK yang dimiliki oleh setiap
Adrain Instansi / Admin Unit Kerja yang harus dicantumkan/diinput dalam setiap penggunaan Aplikasi
e-Registration LHKPN,
Password adalah identifikasl pribadi yang bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh Admin Instansi / Admin
Unit Kerja serta harus dicantumkan/diinput aleh Admin Instansl / Admin Unit Kerja pada saat menggunakan
Aplikasi e-Registration LHKPN.

Keterongan *) Admin Instans| / Admin Unit Kerja wajih melampirkan:
1. Fotokopi KTP Poiro) Adeia insrons s
2, Fotakopl 5K Penunjukan/Surat Tugas sebogai Admin Instansi / Admin Uinit Kerjo

Edil 1L.O

Atbrrmn Uit Eeefa

Halaman 1 dari 4



. Admin Instansi / Admin Unit Kerja telah memiliki Surat Keputusan atau Surat Tugas penunjukkan sebagal
Admin Instansi / Admin Unit Kerja yang dikeluarkan oleh Pefabat yang berwenang di lingkungan instansinya.

b. Admin Instansi / Admin Unit Kerja mengisi dan menandatangani Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan
Aplikasi e-Registration LHKPN yang dapat diperoleh di KPK, diunduh dari situs kpk.go.id dan elhkpn kpk.go.id
atau dari Pengelola LHKPN di lingkungan Instansi tempat Admin Instansi / Admin Unit Kerja berdinas.

¢, Admin Instansi / Admin Unit Kerja harus memiliki nemor HP dan alamat email yang aktif.

d. Admin Instansi / Admin Unit Kera telah mendapatkan Usernome dan Password darl KPK untuk keperluan
aktivasi di situs e-Registration LHKPN.

a. Admin Instansi / Admin Unit Kerja dapat menggunakan Aplikasl e-Registration LHKPN untuk mendapatkan
infarmas! dan/atau melakukan aktivitas elektronik yang telah ditentukan oleh KPK.

L. Pada saat pertama kali menggunakan Aplikasi e-Registration LHKPN, Admin Instansi / Admin Unit Kerja
diharuskan melakukan aktivasi akun dengan mengklik tautan (link) yang telah dikirimkan oleh KPK ke alamat
ermail yang didaftarkan sleh KPK / Admin Instansi. Tautan ini akan mengarahkan Admin Instansi / Admin Unit
Kerja ke halaman Login di Aplikasi e-Registration LHKPN.

e. Untuk Login pertama kali, Admin Instansi / Admin Unit Kerja diminta untuk memasukan Username dan
Password yang telah dikirimkan oleh KPK melalui alamat email yang telah didaftarkan aleh Admin Instansi /
Admin Unit Kerja.

d. Setelah berhasil Login, Aplikasi e-Registration LHKPN akan mengarahkan Admin Instansi / Admin Unit Kerja
untuk mengganti Possword.

e. Untuk setiap penggunaan Aplikasi e-Registration LHKPN:

1) Admin Instansi / Admin Unit Kerja wajib memastikan ketepatan pengisian atau perubahan data PN yang
telah didaftarkan telah sesuai dengan petunjuk pengisian atau perubahan data PN yang didaftarkan
socara online. KPK tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat apapun yang mungkin timbul dari
kelalaian, ketidaklengkapan, ketidakjelasan atau ketidaktepatan pengisian data tersebut oleh Admin
Instansi / Admin Unit Kerja.

2)  Admin Instans| wajib melakukan verifikasi data PN yang telah diinput baik eleh Admin Instansi maupun
Admin Unit Kerja.

¢t KPK menerima dan mengolah data kepegawaian dari Admin Instansi / Admin Unit Kerja sesuai dengan
ketentuan prosedur yang berlaku di KPK.

g Admin Instansi / Admin Unit Kerja mengetahui dan menyetujui bahwa:

1) dengan menggunakan Aplikasi e-Registration LHKPN, semua aktivitas elektronik dari Admin Instansi /
Admin Unit Kerja yang antara lain terdiri atas pengisian data, pengiriman data, otorisasi data, komunikasi
email, disimpan secara elektranik dalam database KPK.

7) semua bentuk korespondensi dan pengiriman data secara timbal balik melalui alamat email resmi KPK
antara lain di glhkon@kpk.go.id dan alamat email Admin Instansi / Admin Unit Kerja yang didaftarkan
dapat dituangkan dalam bentuk dokumen elektranik maupun dokumen tertulis yang memiliki kekuatan
pembuktian.

h. KPK berhak menghentikan Aplikasi e-Registration LHKPN untuk sementara waktu maupun untuk jangka waktu
tertentu yang ditentukan oleh KPK untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain
dengan alasan apapun yang dianggap baik oleh KPK. Untuk itu KPK tidak bertanggung jawab atas segala
konsekuensi yang timbul atas penghentian sementara Aplikasi e-Registration kepada siapapun.

Poro] Admin insteai /
Agmin Unit Kerja

£disi 1.0 Halaman 2 dari 4



1, Username dan Password merupakan kede yang bersifat rahasia dan kewenangan penggunaannya ada dan
melekat pada masing- masing Admin Instansi / Admin Unit Kerja. Username bersifat tetap dan tidak dapat
diubah kembali, sedangkan Password dapat diubah sesuai keinginan Admin Instansi / Admin Unit Kerja di
Aplikasi e-Registration LHKPN.

2. Admin Instanst / Admin Unit Kerja walib mengamankan Password dengan cara:

a. tidak memberitahukan Password kepada orang lain

b. tidak mencatatkan Password pada kertas atau media lainnya yang memungkinkan diketahui orang lain,
c. melakukan aktivasi dan mengganti Pessward sesegera mungkin setelah dikirimkan aleh KPK.

d. mengganti Password secara berkala.

3. Dalam hal Admin Instansi / Admin Unit Kerja mengetahui atau menduga Username dan Password telah
diketahul dan/atau disalahgunakan cleh arang lain yang tidak berwenang maka Admin Instansi / Admin Unit
Keria wajib segera melakukan pengamanan dengan mengganti Possword. Apabila karena suatu sebab Admin
Instansi / Admin Unit Kerja tidak dapat mengganti Password maka Admin Instansi / Admin Unit Kerja wajib
memberitahukan secara tertulis kepada KPK.

4. Sebelum diterimanya permintaan sebagaimana dimaksud dalam Angka 3 eleh KPK maka seluruh aktivitas
elektronik atas Usernome dan Password milik Admin Instansi / Admin Unit Kerja sepenuhnya menjadi
tanggung jawab Admin Instansi / Admin Unit Kerja.

1. Akses Aplikasi e-Registration LHKPN akan dihentikan oleh KPK apabila:
a. Admin Instansi / Admin Unit Kerja meninggal dunia;
b. Admin Instansi / Admin Unit Kerja berganti;
c. Admin Instansl / Admin Unit Kerja tidak mengingat infermasi Username, Password dan alamat email yang
didaftarkan;
d. diterimanya laporan tertulls dari Admin instansi / Admin Unit Kerja mengenai dugaan atau diketahuinya
penggunaan Username dan Password oleh pihak lain yang tidak berwenang;
e KPK melaksanakan suatu keharusan sesual ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
f. terdapat sehab-sebab lainnya dikarenakan kendala teknis.
3. Untuk melakukan aktivasi kembali, Admin Instansi / Admin Unit Kerja harus menghubungi Pengelola LHKPN di
lingkungan Instansi tempat Admin Instansi / Admin Unit Kerja berdinas atau KPK.

Pernyataan ini merupakan kebijakan KPK mengenai akses Admin Instansi / Admin Unit Kerja ke Aplikasi
e-Registration LHKPN. Penandatanganan Farmullr ini dan penggunaan Aplikasi e-Registration LHKPN oleh Admin
Instansi / Admin Unit Kerja menunjukkan bahwa Admin Instansi / Admin Unit Kerja telah menerima dan
mengetahui pernyataan sebagaimana di bawah ini.

Tidak Ada Jaminan

Walaupun kehati-hatian telah diterapkan dalam menyiapkan informasi dan materi yang terkandung dalam Aplikasi
e-Registration LHKPN, namun Informasi dan mater| disampaikan kepada Admin Instansi / Admin Unit Kerja dalam
keadaan “sebagaimana adanya”, tanpa jaminan apapun, baik secara tegas atau tersirat, terutama tidak ada
pemberian jaminan atas tidak adanya pelanggaran keamanan, pelanggaran hak atau terbebas dari virus komputer.

Pengungkapan Informasi

KPK tidak akan mengungkapkan informasi dan/atau data mengenal Admin Instansi / Admin Unit Kerja selain untuk
kepentingan pengumuman harta kekayaan kepada publik dengan memperhatikan prinsip keterbukaan informasi
publik.

Pengaksesan Aplikasi e-Registration LHKPN dari Tautan Situs Lainnya
Apabila Admin Instansi / Admin Unit Kerja mengakses e-Registration LHKPN dari tautan {link) dalam situs lainnya
maka KPK tidak bertanggung jawahb atas kebijakan hak pribadi (privacy policy) atau isi dari situs tersebut,

Komunikasi Internet

KPK tidak bertanggung jawab dengan cara apapun atas setiap kerugian yang dialami oleh Admin Instansi / Admin
Unit Kerja, balk langsung maupun tidak langsung akibat komunikasi Internet yang terhenti sementara yang
diakibatkan oleh transmisi terputus, transmisi tertunda dikarenakan lalu lintas Internet, transmisi data yang tidak
tepat sehubungan dengan sifat publik dari internet dan/atau alasan lainnya.

Puraf Admia Invinmi /
Admin Uit Keifa
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Nomor HP dan alamat email yang dicanturnkan di bawah ini akan didaftarkan oleh KPK ke dalam Aplikasi
e-Registration LHKPN dan akan dipergunakan sebagai sarana aktivasi dan otarisasi dalam rangka pelaksanaan
kewajiban terkait penyampaian laporan harta kekayaan melalui Aplikasi e-Registration LHKPN.

NOMOR HP

ALAMAT EMAIL -

Dengan ini saya nﬁenga]ﬂkan permohanan aktivasi penggunaan e-Registration LHKPN dengan mendaftarkan
nomar HP dan alamat email sebagaimana tercantum pada Angka 8 di atas. Berkenaan dengan permohonan di
atas, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

£

telah mengisi data di atas dengan benar, lengkap dan tepat dan saya memahami bahwa KPK berwenang untuk
memeriksa dan melakukan verifikasi atas kebenaran, kelengkapan dan ketepatan dari setiap data dan
infarmasi yang tersebut dalam Formullr Ini;

siap untuk melakukan aktivitas elektronik dengan KPK dalam rangka pelaksanaan kewajiban penyampalian
LHKPN melalui Aplikasi e-Registration LHKPN;

menjamin bahwa nemor HP dan alamat email yang didaftarkan tetap aktif;

akan menjaga kerahasiaan dan keamanan Username, Passwerd, token dan/atau kode keamanan elektronik
lainnya serta bertanggung jawab penuh atas keruglan yang muncul dikarenakan saya membuka kerahasiaan
tersebut kepada pihak lain;

telah memperoleh informasl yang layak dan cukup mengenai penggunaan Aplikas| e-Registration LHKPN dan
saya telah mengetahui serta menyadari sepenuhnya akan hak dan kewajiban serta sagala akibat penyampaian
LHKPN secara elektronik melalui elhkpn.kpk.go.id.

Demikian formulir permahonan Ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hasil Verifikasl Permohonan: Patugas Verifikasi,

SRS, |
ADMIN INSTANSI / ADMIN UNIT KERIA®,

(

*Coret yang tidak perlu

Lengkap Nama

Belum Lengkap NIP/NRR/NPP
Asal Instansi
Tgl Verifikasi

CATATAN:

L

Admin Instansi / Admin Unit Kerja wajib menyimpan satu rangkap fotokopi formulir Ini sebagai arsip.

2. Unit Pengelola LHKPN yang tefah terbentuk juga dopat melakukan verifikasi terhadap formulir ini dengon ruang

Edue 1L

lngkup verifikasi:

a. kelengkapan dan ketepatan isian pada Angka 1 don 8;

b, Admin Instansi / Admin Unit Kerja telah membubuhkan paraf di setiap kolam poraf yang tersedia;

¢ Admin Instansi / Admin Unit Kerfa telah melampirkan dokumen pendukung Formulir ini.

Apabila seluruth huruf o 5.d ¢ telah dipenuhi maka formulir inf dapat dinyatakan lengkep. Dalam hal hasil verifikasi
menyatakan bahwa formulir belum lengkap maka Admin Instansi / Admin Unit Kerja wajib memenuhi
kekuranglengkapan sampal dengan farmulir dinyatakan lengkap.

Dalom hal permohonan inf telah diverifikasi dan dinyatakan lengkop oleh Unit Pengelolo LHKPN di Instansi, horap
agar Unit Pengelola LHKPN terkait mengirimkan formulir asli ini kepada KPK dan menyimpan satv rangkop fotokopi
farmulir sebagal arsip.
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LAMPIRAN 9
SURAT EDARAN PIMPINAN KPK NOMOR S TAHUN 2024
Tanggal \& Ppril 2024

Contoh Pengisian Identitas pada Formulir Permohonan Aktivasi Penggunaan Aplikasi e-Registration

LHKPN
K K Bihkpn
o FORMULIR PERMOHONAN

AKTIVASI PENGGUNAAN APLIKASI e-REGISTRATION LHKPN *)
(Diisi oleh Admin Instansi / Admin Unit Kerja)

*Barifanda slang (a) gads sakeh 13tu kptak

| NIK I | 1234567890123456
| NAMA LENGKAP T
TEMPAT / TANGGAL LAHIR : JAKARTA. 1 JANUARI 1970
{ SENB KERARYS : 7\.;"‘:" Laki-laki () Perempuan
i NIP/NRP/NOMOR PEGAWAI i >
| INSTANS! & (VAN BARTR

UNIT KERJIA

S5UB UNIT KERJA

| JABATAN ! ADMINISTRATOR PARTA
‘ ALAMAT EMAIL * FULANSIEMAIL COM
| TULIS ULANG ALAMAT EMAIL ¢ | FULANGEMAIL.COM
| NOMOR TELEPON
NOMESR HP ' | 0B100600000
| DASAR PENUNJUKAN : Nomor SK | 0123XY2/2024

| Tanggal 5K 1 JANUARI 2024

CATATAN :

Penyerahan formulir ini kepada Direktorat PP LHKPN KPK wajib disertai dengan paraf pada kolom kanan
bawah halaman 1 s.d. 3 dan tanda tangan pada halaman 4 beserta Salinan surat tugas dan kartu tanda
penduduk.

g



